PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU
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NOMOR :

TENTANG

NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Menimbang

Mengingat

MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
dan Batubara, maka perlu segera dilaksanakan;

. bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang MNomor 29 Tahun 1859 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat 1l Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar

Pokok-pokok Agraria {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 fentang Keselamatan Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik §§§%§§%§§§ Negara
Nomor 1918);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, {(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik i%‘i%;%%%%a
Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang ?ﬁgg';%}aggag

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 %é{g%{g 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar 4438);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 fentang Penataan Ruang

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4725);
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9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1086,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4756);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); "

11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4959);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 130},
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan
dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3003);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737y,

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5110);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan = Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5142);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 fentang Rﬁ&i{%&;aasi
dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik §§§§¥§&3§3
Nomor 5172);

21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18
Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; "_

29 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan
Mineral dan Batubara;




23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12
Tahun 2011 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Usaha
Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7
Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui
Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453
K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyel enggaraan Tugas
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi  Nomor
555 K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pertambangan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwy,
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha;
Peraturan daerah Kabupaten Law& Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 7 TAHUN 2013 TE NTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 2

Menunjuk Dinas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu dengan

berkoordinasi instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati ini.




Pasal 3

Segala bentuk kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupali ini terlebih
dahulu dikonsultasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan
melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan kepada Bupati
melalui Sekertaris Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan : di Belopa
pada tanggal g

BUPATI LU

Di undangkan : di Belopa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR .©




